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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI ONLINE
DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Oleh

MUTIARA AGUNG VANESSA GUMAY

Keberadaan taksi online pada sekarang ini memberi kemudahan bagi setiap
pengguna jasa transportasi umum, namun keberadaan taksi online menimbulkan
berbagai persoalan diantara berkaitan dengan kejahatan Tindak kejahatan yang
sering terjadi pada pengemudi taksi online diantaranya pencurian dengan
kekerasan, dan pembunuhan berencana yang mana dapat menimbulkan kerugian
sampai hilangnya nyawa seseorang. Permasalahan yang diteliti oleh penulis
adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online
dalam tindak pidana pembunuhan berencana dari aspek hukum pidana dan
Apakah yang menjadi faktor penghambat suatu perlindungan hukum terhadap
pengemudi taksi online.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan bahan sekunder. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Prosedur pengolahan dan pengumpulan data dilakukan
dengan seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data dan analisis data.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum
terhadap pengemudi taksi online untuk saat ini belum ada aturan khususnya,
dimana jika dilihat dari sisi aspek hukum pidannya bahwa masih bergantung pada
Undang-Undang yang ada. Dimana UU tersebutlah yang mengatasi jika terjadi
suatu tindak kejahatan yang terjadi pada pengemudi taksi online. Tujuan
diberikannya suatu perlindungan hukum khususnya untuk pengemudi taksi online
yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh setiap penumpang
taksi online yaitu adalah untuk menghormati hak asasi korban agar nasibnya tidak
terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi korban tindak kejahatan
khususnya pada kasus ini yang menimpah pengemudi taksi online dan
menghindari perlakuan sewenang-wenang bahkan perlakuan yang tidak wajar.

Saran dan upaya perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online yaitu
Pihak perusahaan hendaknya harus lebih teliti dan tegas dalam melihat dan
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menyesuaikan data yang di isi oleh para driver dan penumpang, Kepastian hukum
perlu diusahakan demi berlangsungan kegiatan perlindungan bagi pengemudi
taksi online dan Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak taksi prusahaan
online sendiri kepada pihak penegak hukum yaitu misalnya pihak kepolisian,
pengadilan, kejaksaan, Pemerintah maupun pihak-pihak yang dapat membantu
pihak perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Taksi Online, Aspek Pidana



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF ONLINE TAXI DRIVERS FROM THE
CRIMINAL LAW ASPECT

By

MUTIARA AGUNG VANESSA GUMAY

The existence of online taxis now makes it easy for every user of public
transportation services, but the existence of online taxis raises various problems
between those related to crime Actions that often occur in online taxi drivers
include theft with violence, and premeditated murder which can result in losses to
disappearance someone's life. The problem investigated by the author is how is
legal protection for online taxi drivers in criminal acts of premeditated murder
from the aspect of criminal law and what is a limiting factor for legal protection
for online taxi drivers.

The problem approach in this study uses an empirical juridical approach. The data
used are primary data and secondary material. The method of collecting data in
this study is to use library research and field research. Data collection and
processing procedures are carried out with data selection, data classification, data
preparation and data analysis.

The results of the research and discussion regarding the form of legal protection
for online taxi drivers for now there is no specific regulation, which when viewed
from the legal aspect of his speech that still depends on the existing law. Where
the Act is the one that overcomes if an act of crime occurs on an online taxi
driver. The purpose of providing a legal protection, especially for online taxi
drivers who are victims of crime committed by every passenger of online taxis is
to respect the victims' human rights so that their fate is uncertain, the existence of
legal certainty for victims of crime, especially in this case that abounds the driver
online taxis and avoid arbitrary treatment even improper treatment.Advice and
legal protection efforts for online taxi drivers, that is, the company should be more
careful and firm in seeing and
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adjusting the data that is filled in by drivers and passengers, legal certainty needs
to be endeavored for the sake of continuing protection activities for online taxi
drivers and the existence of cooperation carried out by the online taxi companies
themselves to law enforcement agencies such as the police, court, prosecutors, the
government and other parties parties who can help the company.

Keywords: Legal Protection, Online Taxi, Criminal Aspects
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang membutuhkan orang lain
dalam hidupnya, sehingga kehidupan manusia pasti berhubungan dengan atau
berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
mempertahankan eksistensinya. Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi
(individu) adalah makhluk sosial tidak ada satu manusia pun yang dapat
melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya
dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan Zoon
Politicon, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat
meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang
manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan
bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini

dapat berlangsung secara bermasyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam
masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-
citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak

! Andi Hamzah,. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2001, him. 14.



pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila
ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.?

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di
tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya
kejahatan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah
Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparatur penegak hukum
yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat

dicapai semaksimal mungkin.

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat.
Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling
menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi
masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari
sebagian besar laut, sungai, danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan

melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Transportasi online tidak dapat dipisahkan oleh pengangkutan. Pengangkutan
yang dimaksud tidak hanya dalam hal pengangkutan barang, akan tetapi juga
merupakan sarana dalam mengangkut orang, dengan kata lain sebagai sarana
mobilitas manusia. Pengangkutan dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang,

kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut,

? Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum., 1998. him. 11.



kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.> Melihat hal tersebut, saat sekarang
warga Indonesia telah mengenal adanya sebuah jasa transportasi yang berbasis
online dimana pemesenan dilakukan dengan sebuah aplikasi yang di unduh atau

yang biasa di dekenal dengan kata download.

Aplikasi Grab atau Go-jek merupakan salah satu aplikasi yang berbentuk online
dan memiliki perusahaan yang bernama Grab dan Go-jek dimana perusahaan ini
melayani berbagai layanan seperti ojek, taksi, mobil dimana saja untuk siapa saja
yang membutuhkan secara online, dan seperti yang telah diketahui bahwa salah
satu perusahan transportasi online Grab misalnya telah sukses dengan bisnis
transportasi jalan online. Banyak pengemudi yang ingin bermitra dengan
perusahaan transportasi jalan ini. Namun dibalik kesuksesan dari Grab banyak
timbul suatu masalah. Masalah yang pertama ialah persaingan bisnis yang terjadi
antara pengemudi Grab dengan pengemudi transportasi konvensional seperti ojek
pangkalan, mikrolet, kopaja, dan lain-lain. Tidak hanya Grab, bahkan perusahaan
yang mengikuti jejak Grab, yaitu berbisnis transportasi jalan online (Go-jek,
BlueJek, Taxi Bike, dan lain-lain) juga ikut bermasalah dengan pengemudi
konvensional, dan sering kali kita mendengar berita tentang perselisihan dan/atau
persaingan bisnis antara pelaku pengusaha jasa transportasi (konvensional dan
online) serta pemalsuan identitas baik pengemudi maupun pengguna jasa

transportasi online yang berujung terjadinya tindak pidana.*

® H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Jakarta: Hukum
Pengangkutan, Cetakan Keenam Djambatan, 2003, him. 1.

*Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
him. 7.



Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana
dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana
akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia
mempunyai kesalahan. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi pada

pengemudi taksi online yaitu:

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang
sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu
lintas hubungan di masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis
pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayan, dengan tujuan memperoleh
keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun “maupun menghapuskan piutang diancam karena

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.”

Pencurian dengan kekerasan yang ada pada Pasal 365, yaitu menggunakan upaya
kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Maksudnya adalah untuk mempersiapkan,

memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya artinya kekerasan atau

® Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan.



ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan

pokok (pencurian). Kasus pencurian bisa di sebut pencurian dengan kekerasan

bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:®

1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan.

2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau
sebagian milik orang itu atau milik orang lain.

3. Supaya orang itu membuat utang atau menhapus utang dengan maksud
agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan

hukum.

Tindakan pembunuhan dimana tindak pidana pembunuhan merupakan suatu
perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan adalah
suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain
sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.” Apabila terdapat unsur perencanaan
sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan dapat disebut dengan

pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari
penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe

pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau

® pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Disertai dengan Kekerasan.
" Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Membunuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati

penjara seumur hidup. Dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan
dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum
karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.® Dari
uraian pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki

dua unsur, yaitu Unsur Subyektifdan Unsur Obyektif.

Unsur Subyektif, yaitu: dengan sengaja, atau adanya rencana lebih dahulu.
Sedangkan pada Pasal 340 KUHP ‘“Barang siapa dengan sengaja dan dengan
direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena
pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur
hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan dengan
sengaja, atau dengan rencana lebih dahulu. Unsur Obyekiantif, yaitu : Perbuatan
(menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain)”. Salah Satu tindak
kejahatan yang sering menimpa pegemudi taksi online pencurian dengan

kekerasan hingga terjadinaya tindakan pembunuhan berencana.

Berdasarkan berita yang dirilis pada hari Kamis, 15 Maret 2018 pukul 12.00 WIB
telah terjadi peristiwa perampokan yang menyebabkan hilangnya nyawa
seseorang dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pengemudi taksi
online Tri Widiyantoro (43), (korban) pembunuhan sopir taksi online Palembang
yang menghilang usai menjemput anak keduanya, KH (11) di sekolahnya. Namun
di hari kejadian, sopir taksi online Palembang ini tak kunjung menemui anak

perempuannya ini. KH yang sudah lama menunggu, akhirnya menghubungi

®pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana.


https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara_seumur_hidup
https://www.liputan6.com/regional/read/3417041/kerangka-manusia-di-banyuasin-jasad-sopir-taksi-online-palembang

ibunya, Rohana. Ibundanya akhirnya menjemput anak kedua dari tiga bersaudara
ini sekitar pukul 13.30 WIB di depan sekolah Khairiah

Polisi akhirnya mengungkap misteri kasus pembunuhan sopir taksi online di
Palembang. 2 dari 4 pelaku sudah ditangkap. Mereka memesan taksi online
dengan nama samaran. Polisi menangkap dua dari empat pelaku pembunuhan
sadis yakni diantaranya Tyas Dryantama (19), Poniman (21), Hengki, Bayu
Irmansyah (20). Sopir taksi online yang mayatnya ditemukan di area perkebunan
Tanjung Lago Banyuasin (SUMSEL) pada Jum’at 30 maret 2018. Kedua pelaku
ditangkap di tempat yang berbeda yakni Palembang, dan Banyuasin. Kedua
pelaku warga Musi Banyuasin yang berhasil ditangkap yakni Bayu Irmansyah
(20) dikampung halamannya Desa Mulya Jaya Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin,

dan Tyas Dryantama (19) menyerahkan diri ke Kepolisian Kota Palembang.

Aksi pembunuhan berawal saat salah seorang pelaku Tyas (19), memesan taksi
online menggunakan handphone milik Podiman (21) dengan nama samaran.
Dimana pelaku bersama rekannya memesan taksi online (Grab-car) dengan
tujuan Tanjung Lago Banyuasin, dengan tarif Rp 213.000 dan telah menyiapkan
seluruh peralatan yang akan digunakan untuk menghabisi korbannya seperti tali
tambang. Usai mendapatkan pesanan secara acak tersebut, pelaku berdalih minta
diantarkan ke daerah Tanjung Lago Banyuasin dan di daerah inilah korban
dihabisi oleh ke empat pelaku yang ikut dalam mobil. Akibat perbuatannya, Kini
pelaku harus mendekam di ruang tahanan Mapolda Sumatra Selatan dan terancam

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.® Dan terbukti pada pasal 365

Berry Subhan Putra, regional.kompas.com, jejak-pembunuh-sopir-taksi-online-terendus-dari-
bercak-darah, diakses tanggal 30 Mei 2018, pukul 01.24



KUHP yaitu mengenai pencurian dengan kekerasan.Pasal 340 KUHP tentang

pembunuhan berencana.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, secara konstitusional Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaat). Paham negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan
pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan
(welfare state) atau paham Negara Hukum Materiil sesuai dengan bunyi alinea ke-

empat Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945.%°

Sebagai bentuk perdagangan jasa yang relatif baru, perdagangan jasa transportasi
orang dan/atau barang melalui media online merupakan inovasi dalam dunia
transportasi, dimana mereka rentan menjadi koraban tindak pidana pada saat
waktu kerja 24 jam yang tidak mengenal waktu serta jarak tempuh dalam
melayani konsumen. Dan salah satu objek kejahatan yaitu berupa barang-barang
berharga milik penumpang maupun pengemudi taksi online. Saat ini standarisasi
atas perdagangan jasa transportasi jalan online belum diatur. Dengan demikian,
perdagangan jasa transportasi orang dan/atau barang melalui media online belum
terstandardisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang
standarisasi jasa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul

Y Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002,
Buku 11 Sendi-Sendi/Fundamen Negara,. Jakarta: Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. HIm. 63.



“Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Online Dari Aspek Hukum

Pidana”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

1.  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online dalam
tindak pidana pembunuhan berencana dari aspek hukum pidana ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat suatu perlindungan hukum

terhadap pengemudi taksi online?

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan kajian
hukum pidana, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengemudi
taksi online dari aspek hukum pidana. Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah
hukum Polda Sumatra Selatan, Pengadilan Negeri Palembang yang dilaksanakan

pada tahun 2018/2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:
1)  Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online

dalam tindak pidana pembunuha berencana dari aspek hukum pidana.
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3. Untuk mengetahui apasajakah yang menjadi faktor penghambat suatu

perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini adalah pengembangan daya nalar dan daya pikir yang
sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan
hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah
dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan

dengan hukum pidana.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaaan penulisan ini adalah kegunaan penulisan sendiri dalam rangka
mengembagkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis suatu
masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan
pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka

memberikan suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk



11

penelitian.** Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.
Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Sebelum membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap
pengemudi taksi online dari aspek hukum pidana. Penulis terlebih dahulu akan
menjelaskan pengertian dari perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum
terhadap pengemudi taksi online dari aspek hukum pidana, guna memberikan rasa
aman kepada semua masyarakat yang berprofesi sebagai sopir atau pengemudi

taksi online.

Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan
moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum
dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari
kehidupan manusia dan yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan
kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan
oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: Ul Press Alumni, 1986, him. 123.
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perlindungan hukum korban kejahatan adalah sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi,
kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan

restrorative justice.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut

dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

1.  Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan

suatu kewajiban.

2. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.*?
Faktor Penghambat Hukum

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, dapat
menggunakan beberapa teori salah satunya menurut Soerjono Soekanto terdiri

dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi yaitu :

2Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 2003, him.
14,
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a.  Kaidah hukum sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu
sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya
kaidah hukum, yaitu :

Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai
dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat
berakunya suatu kaidah hukum.

Berlakunya secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara
efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima
masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.

Berlaku secara filosofis, artinya dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif
yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum
tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius consituendum).

b. Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsih
sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

c. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan
salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat
kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan
tersebut memamg berfungsi.

d. Kebudayaan

Sebagai hasil karya cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

hidup.
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Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.*®

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

a.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat respresif (pemaksaan),
baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan
peraturan hukum.*

Pengemudi taksi online adalah sopir taksi yang berperan sebagai penyalur
jasa transportasi online dimana sopir menyalurkan jasa antar jemput
penumpang atau pengguna jasa dengan sistem pemesanan terlebih dahulu
melalui sebuah aplikasi taksi online.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar
larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau
gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja
telah dilakukan terhadap seorang pelaku.™

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagimana dirumuskan dalam Undang-

350erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009, him.22.
¥Soerjono Soekanto. Op .cit. him 132.

!> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina
Aksara. 1993, him. 46.
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Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.*®

e.  Pencurian dan kekerasan adalah perbutan yang bertentangan dengan agama,
moral kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan
dan kehidupa masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian
dengan kekerasan bila ditinjau dari kepetinga nasional, merupakan perilaku
yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

f. Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu
perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain
sebagai Hak Asasi Manusia dan pembunuhan berencana yaitu dimana ada
unsur sengaja serta direncanakan terlebih dahulu dalam melakukan tindak
pidana pembunuhan. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*’

g. Pemalsuan atau manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni
pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang
berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan
atau penyelewengan. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis
pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayan, dengan tujuan
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

h.  Aspek hukum pidana adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat

16 Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pusat
pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, him. 25.
7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340
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dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Peraturan yang
mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan

tidak tertulis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan
mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan

penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

1.  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan
dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan
diselidiki. Bab ini berisikan mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap

pengemudi taksi online dari aspek hukum pidana.

I1l. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang
digunakan dalam Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber,

Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Data, serta Metode Analisis Data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis
mengenai perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi online dari aspek

hukum pidana dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran
yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang perlindungan hukum

terhadap  pengemudi  taksi  online dari aspek  hukum  pidana.



. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menepatkan diri dibawah
sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memliki pengertian suatu
perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.'® Bellefroid mengataka:
“ Hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu,

didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat™.*

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak
dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun
didalam hubungan dengan manusia lain.** Pada tahun 2003, good will (iktikad
baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban
mulai tampak, tetapi baru kasus-kasus tertentu.’ Perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

'8 Wijs Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1961, him 540.
¥ K. Kueteh Semiring, Sumber-sumber Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara,, 1987, him. 9

250edikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Jogjakarta: Liberty, 1991, him 9.
2! Rocky Marbun, Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, Jakarta: Visimedia, 2009, him. 86.
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melindungi suatu hal dari hal lainnya.?? Perlindungan hukum adalah penyempitan
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan
kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.?

Kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan
hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan
hukum, keadilan hukum, jaminan hukum.?* Bentuk atau jenis perlindungan
adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait.
Melalui Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

di tegaskan bahwa:

1.  Setiap korban dan saksi dalam perlanggaran hak asasi manusia yang berat
berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror,

dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan

aparat keamanan.

Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

22 philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina llmu, 1987,
him. 25.

2 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989,
him. 102.

?* Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 43.
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dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-
Undangan.dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran.?®

Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat.
Masyarakat itu di dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak.®® Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.?’
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

» Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesi, Surakarta: Universitas
Sebelas Maret,, 2003, him. 20.
2 Satjipto Raharjo, IImu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000, him. 53.
27 .
Ibid, hlm. 69
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masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.

Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum.?® Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di
berikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara
tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.
Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir
seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena
itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan
perlindungan korban belum menampakan pola yang jelas, dalam hukum positif
yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan
“perlindungan abstrak” atau “perlindunga tidak berlangsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan
selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung
terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.? Perlindungan secara tidak

langsung dalam peraturan hukm positif tersebut belum mampu memberikan

28 .

Ibid, him. 54.
*° Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Pengadilan Pidana, (Jurnal
Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.l), 1988,hIm. 16-17.
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perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukan bahwa
hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa

keadilan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Pengemudi Taksi Online

Transoprtasi pada dasarnya adalah kegiatan perpindahan atau pemindahan
manusia dan barang atau sumber daya lainnya dari satu tempat atau tempat asal ke
suatu tempat lainnya atau tempat tujuan dengan menggunakan alat angkut. Jadi,
jasa yang ditimbulkan oleh transoprtasi adalah jasa pengangkutan, jasa
pemindahan, atau jasa penggantaran. Bagi penumpang atau pengirim barang,
transportasi merupakan media atau sarana bukan tujuan. Namun, orang tidak akan
mampu mencapai tujuan dalam waktu yang dikhendaki tanpa adanya peran
transportasi. Di sinilah vital dan strategisnya peran transportasi dalam

memobilisasi orang dan barang.*

Transportasi merupakan penunjang kehidupan manusia dan sangat erat
hubungannya dengan kemacetan terutama untuk daerah daerah perkotaan besar di
Indonesia, solusi dari kemacetan salah satunya adalah penggunaan angkutan
umum, jika berhasil membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi
umum akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan yang tentunya akan
mengurangi  kemacetan. Namun kebanyakan masyarakat masih enggan
menggunakan transportasi umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan

pribadi dikarenakan beberapa alasan seperti fasilitas dan sarana yang tidak

%% Suharto Abdul Majid, Costumer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2009, him.23.
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memadai dan lamanya waktu tempuh. Sebagai solusinya kendaraan kendaraan
pribadi tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas transportasi umum berfungsi
sebagai transportasi alternatif lain yang dapat menjawab kegagalan pelayanan

angkutan umum.

Zaman modern adalah zaman dimana kegiatan serta kebutuhan masyarakat akan
berbagai kebutuhan menjadi sangat beragam terutama kebutuhan akan
transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan penting yang selalu akan
dibutuhkan apalagi dengan banyaknya orang yang tidak memiliki kendaraan
pribadi. Hal ini membuat beberapa orang melihat peluang bisnis dengan membuat
perusahaan transportasi jalan online dengan menggunakan internet sebagai sarana
yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Fenomena transportasi
jalan online merupakan fenomena baru perkembangan dunia transportasi dan

komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.*

Banyak pengemudi yang ingin bermitra dengan perusahaan transportasi jalan
online ini. Perusahaan transportasi jalan online seperti Grab dan sebagainya
merupakan salah satu jenis usaha baru yang cukup banyak mendapat respon
positif dari masyarakat, terutama para pencari kerja. Dengan potensi keuntungan
yang menjanjikan, tidak mengherankan bila banyak pencari kerja yang rela antri
untuk mendaftar sebagai mitra kerja perusahaan pengangkutan jalan online. Usaha
yang dilakukan oleh perusahaan transportasi jalan online yang secara fakta

mendasarkan usahanya pada profit oriented, memenuhi segala unsur yang ada

31 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
him. 1.
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pada pengertian perusahaan, baik yang disampaikan oleh Mollengraaf dan

menurut UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

Perusahaan transportasi jalan online mendapatkan hak berupa pembayaran,
sedangkan hak pengguna jasa transportasi jalan online adalah mendapatkan
layanan atas pengangkutan, baik pengangkutan orang dan/atau pengangkutan
barang dari tarif, ongkos jasa, atau layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa
tersebut, perusahaan membagi keuntungan (profit sharing) dengan mitra kerjanya

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana yang diketahui, transportasi jalan online, seperti Go-jek, Uber Taxi,
Go-Box, Blu-Jek, Lady-Jek, Grab, dan sebagainya menggunakan sistem informasi
dan transaksi elektronik berbeda dengan transportasi konvensional yang tidak
menggunakan metode elektronik. Karakteristik transportasi jalan online dapat
dikatakan merupakan karakterik yang unik karena menggabungkan unsur
pengangkutan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta, peraturan pelaksanaannya dengan unsur transaksi elektronik
yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik beserta aturan pelaksanaannya.® Ditinjau dari segi hukum
pengangkutan, transportasi jalan online tunduk pada UU No. 22 Tahun 20009.
Sedangkan ditinjau dari segi hukum perjanjian, transportasi jalan online tunduk
juga pada UU No. 11 Tahun 2008. Dengan sifat khasnya yang menjadikan media

elektronik sebagai sarana utama, pada beberapa hal bagi transportasi jalan online,

%2 Andika Wijaya, Op. cit. him 28.
%% UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lihat pasal 1 ayat (11)).
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berlaku UU No. 11 Tahun 2008 sebagai lex specialis, terutama untuk hal-hal yang

berkaitan dengan kontrak elektronik.

Adapun di dalam bisnis taksi online terdapat seorang pengemudi taksi yang
berperan sebagai penyalur jasa transportasi online dimana pengemudi
menyalurkan jasa antar jemput penumpang atau pengguna jasa dengan sistem
pemesanan terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi taksi online. Agar dapat
bergabung dalam sistem aplikasi taksi online baik pengguna maupun pengemudi
taksi online harus terlebih dahulu mengisi formulir atau data-data identitas para
pengemudi maupun pengguna jasa yang telah disediahkan oleh perusahan aplikasi

taksi online terlebih dahulu.

Salah satu aspek hukum dari bisnis transportasi jalan online atau taksi online
adalah pengangkutan jalan. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau
orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya
guna dan nilai.** Transportasi jalan online yang berupa mobil merupakan
fenomena yang berkembang saat ini. Salah satu contoh dari transportasi jalan
online yang berupa mobil adalah Uber Taxi dan Grab Taxi. Pembuatan
perjanjian-perjanjian melalui media elektronik yang merupakan konsekuensi dari
perkembangan pesat di bidang teknologi informasi telah diantisipasi secara
hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia ketika pada tanggal 21 April 2008
diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

¥ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan,
Jakarta: Djambatan, 1987, him 1.
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik. Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah
keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen
perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi
informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup banyak hal, ketika terkait
dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum

yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

C. Aspek Hukum Pidana

Aspek hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap
pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Peraturan yang mengatur kehidupan
masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang
tertulis sering disebut Perundang-Undangan tertulis atau hukum tertulis dan
kebiasan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sedang

peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam
hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh Peraturan Perundang
-Undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau
denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan

yaitu kejahatan dan pelanggaran diataranya:
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1)  Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai
agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan
mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh,
berzina, memperkosa dan sebagainya.

2) Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh Peraturan
Perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara
langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak

menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam KUHP, yang merupakan
peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van
Straafrecht (WVS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum
pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi
semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis). Hukum pidana
mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap
norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk

dalam pengertian kepentingan hukum ialah:

1) Badan dan Peraturan Perundang-Undangan, seperti Negara, Lembaga-
lembaga Negara, Pejabat Negara dan lainnya.

Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan,

milik dan sebagainya. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum

dalam hal dimana terjadi peristiwa konkrit dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga)

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:
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1) kepastian hukum (Rechtzekerheit)
2) kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan
3) keadilan (Gerechtigheit).

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Hal ini diperlukan untuk
tercapainya kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menilai kepastian hukum
merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masya rakat menjadi hal yang
sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi
Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti
apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.
Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.
Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara

proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana
kejahatan yang sering terjadi pada pengemudi taksi online jika dilihat dari aspek
hukum pidananya bahwa apakah ada suatu ikatan yang pasti dalam mengikat
suatu hubungan kontrak kerjasama antara penegemudi taksi online dengan pihak
perusahaan yang bersangkutan, dimana pada saat ketika pihak dari pengemudi
taksi mengalami suatu tindak pidana kejahatan yang mengancam dirinya seperti
penganiayaan, pencurian kendaraan, atau tindak pidana pembunuhan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Serta apakah ada suatu aturan hukum
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yang dapat menjamin kesalamatan mengenai kejahatan yang sering terjadi bagi

pihak pengemudi taksi online.

Tindak pidana yang mengcam nyawa pengemudi taksi online contohnya dalam
kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Palembang yakni
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dimana pembunuhan merupakan
bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul
“Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam pasal 338-350.

Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.

b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru
dilahirkan.

C. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.®

Berdasarkan segi kesenjangan (dolus), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

a. Pembunuh yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dengan
sengaja yang disertai dengan kejahatan berat.

b.  Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

c.  Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.

d.  Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.*

Berkenaan dengan tidak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat

dibedakan sebagai berikut:

a.  Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX).

%Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: , Sinar Grafika, 2000,
him. 19
*Ibid, him.19
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b.  Dilakukan karena kelalaian/ kealpaan (diatur dalam Bab XXI).
c.  Dilakukan karena tindak pidana ini, mengakibatkan kematian (diatur antara

lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain).*’

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil, yakni delik yang hanya
menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara Yyang
menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam

KUHP adalah sebagai berikut:

a.  Pembunuhan (Pasal 338).

b.  Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339).

c.  Pembunuhan Berencana (Pasal 340).

d.  Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341).

e.  Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342).

f. Pembunuhan atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342).

g. Membujuk/ membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345).

h.  Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346.)

i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348).
J. Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran/matinya

kandungan (Pasal 349).

Pembunuhan Berencana merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan
melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi

Manusia. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa: Barangsiapa sengaja

*Ibid, him. 120
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merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun. Apabila terhadapa unsur perencanaan sebelum
melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dengan pembunuhan
berencana. Dalam Pasal 339 KUHP dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai
atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri
sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan
dengan rencana (moord),dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (murder) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai
berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum
karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun. Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa
(Ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai
maksud, sengaja dengan (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan
pasti, sengaja dengan keinsyafan/ dolus evantualis, menghilangkan nyawa orang

lain.%®

Saat ini, payung hukum untuk aktivitas transportasi online berbasis tehnologi

aplikasi adalah Permen Kemenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

®Ibid him.21
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Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusahaan, penyelenggaraan angkutan
umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan angkutan umum

serta peran serta masyarakat dan sanksi adminstrasi.

Peraturan Menteri tersebut untuk sementara dirasa cukup memadai namun
kedepan untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang cepat serta disisi lain
adanya kebutuhan alat transportasi yang murah, mudah dan nyaman maka UU No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disempurnakan
karena beberapa hal penting harus menjadi jelas misalnya persoalan Badan
Hukum Asing dan kepemilikan sahamnya termasuk perizinan dan perjanjian
kerjasama antara para pihak (perusahaan jasa, penyedia angkutan dan/atau
pengemudi, konsumen) dan beberapa aspek hukum lain seperti persoalan
perlindungan pengguna jasa tersebut dan pengemudi taksi online. Namun UU
untuk perlindungan hukum bagi pengemudi atau driver taksi online belum cukup
jelas baik dari pihak perusahan yang besangkutan terhadap pihak pengemudi,
maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah perlindungan atau kepastian hukum yang
baik untuk pengemudi taksi online maupun konsumen dalam meciptakan

kenyamanan serta ketentraman bagi semua para pihak yang bersangkutan.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu upaya
memahami pesoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum,
sedangkan empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari

permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:
1.  Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek
penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan poko penelitian.
Penulisan akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil
wawancara responden, dalam perkara tindak pidana korban pembunuhan

berencana pada pengemudi taksi online.

39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, him.55.
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DataSekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan
dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen,
arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis,
konsep-konsep, pandanagan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang
berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat
yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1)

2)

3)

4)

5)

b.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permen Kemenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam  Trayek
Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah
penelitian.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang

berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara

studi dokumen, buku-buku literatur, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta

ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.
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c.  Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau
pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-
buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah

penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik pada Polda Sumatra Selatan : 2 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang : 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum UNILA : 1 orang
Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan perosedur sebagai berikut:
a.  Studi pustaka ( library research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari
dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang
berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti.Data atau informasi

yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder
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adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, Peraturan, Perundang-

Undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.
b.  Studi lapangan (field research)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan
cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara
dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah
disiapkan yang disusun secara sistematis,berantai, dan berkembang pada saat
penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan
penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan
permasahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi
tahapan sebagai berikut:

a.  Seleksi data

Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai
kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan
kesalahan.

b.  Klasifikasi data

Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan
mempertimbangkan jenis dan hubunganya guna mengetahui tempat masing-

masing data.
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c.  Sistematis Data
Sistematis data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan
mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-

masing data.

E. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan,
majalah-majalah, artikel serta bahan literature yang diperoleh dari hasil penelitian
menggunakan teknik data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara
penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh

pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.
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V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di
berikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan
hukum. Dimana yang kita ketahui belum adanya suatu peraturan khusus
yang dibuat untuk melindungi pengemudi taksi online itu sendiri, terutama
baik dari pihak perusahaan taksi online maupun pihak-pihak lainnya. Dan
ketika survey mengenai suatu perlindungan hukum terhadap pengemudi
taksi online inipun dari pihak pengemudi sendiri tidak mengetauhi akan
mengenai suatu perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak perusahan
maupun pihak yang terkait untuk diri mereka sendiri, dan kurangnya
sosialisasi hukum untuk menjamin keselamatan bagi setiap pihak yang
terkait diantaranya baik pengemudi dengan penumpang yang di berikan oleh
pihak perusahaan. Sedangkan faktor penghambat upaya dalam menciptakan

suatu perlindungan hukum bagi pengemudi taksi online yaitu, diantaranya
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belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak taksi prusahaan online
sendiri kepada pihak penegak hukum yaitu misalnya pihak Kepolisian,
Pengadilan, Kejaksaan, maupun pihak-pihak yang dapat membatu pihak
perusahaan dalam membuat suatu aturan baku demi menciptakan suatu
kenyamanan, ketentraman para pihak serta tidak begitu jelas bagaimana
bentuk sistem kerjasama mereka antara pihak perusahaan taksi online
dengan pihak pengemudi taksi onine.

Kepastian hukum terhadap pengemudi taksi online jika dilihat dari aspek
hukum pidananya untuk saat ini yaitu menyesuaikan dengan hukum pidana
yang berlaku dan sesuai dengan tindak kejahatan apa yang mengenai para
pengemudi taksi online diantaranya yaitu diawali dengan identitas palsu
baik pihak pengemudi maupun pihak penumpang itu sendiri dimana sesuai
dengan Pasal 378 KUHP, selanjutnya jika dalam kasus yang menimpah
pada pengemudi taksi online mengenai tentang pencurian dengan kekerasan
maka akan pelaku akan dijerat sesuai pada Pasal 365 yang menjelaskan
mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan jika tindak pidana
yang menimpah para pengemudi taksi online mengandung unsur tindak
pidana pembunuhan berencana yang mengincar korbannya yaitu pada driver
taksi online maka akan terjerat dengan pasal yang mengatur mengenai
tindak pidana tersebut dimana bahwa tindak kejahatan tersebut merupakan
suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang
lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 KUHP dan begitu juga pada
Pasal 340 KUHP. Jika dilihat dari aspek hukum pidana itulah hukum yang

dapat di jadikan suatu dasar dari segala kejahatan yang menimpah
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pengemudi taksi online untuk saat ini. Tujuan diberikannya suatu
perlindungan hukum khususnya untuk para pengemudi taksi online yang
menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh para penumpangnya
yaitu adalah untuk menghormati hak asasi korban agar nasibnya tidak
terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi korban tindak kejahatan
khususnya pada kasus ini yang menimpah para pengemudi taksi online dan
menghidari adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar khususnya

terhadap para pegemudi taksi online.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut:

1.

Pihak perusahaan hendaknya harus lebih teliti dan tegas dalam melihat dan
menyesuaikan data yang di isi oleh para driver dan penumpang, dimana data
tersebut berupa identitas asli para pihak, dan kelayakan kendaraan yang
digunakan bagi setiap pengemudi, serta surat-surat kelengkapan kendaraan .
Kepastian hukum perlu diusahakan demi berlangsungan kegiatan
perlindungan bagi pengemudi taksi online untuk mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
suatu perlindungan bagi para pengemudi taksi online.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak taksi prusahaan online sendiri
kepada pihak penegak hukum yaitu misalnya pihak kepolisian, pengadilan,
kejaksaan, Pemerintah maupun pihak-pihak yang dapat membatu pihak
perusahaan dalam membuat suatu aturan baku demi menciptakan suatu

kenyamanan, ketentraman para pihak serta tidak begitu jelas bagaimana
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bentuk sistem kerjasama mereka antara pihak perusahaan taksi online

dengan pihak pengemudi atau driver taksi onine.
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